
PEbIERINTAH KOTA DUIVIAI

PERATURA!{ DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR15 TAHUN 2OO5

TEHTAI'IG

PEMBEIUTUKAN OR.GANISASI DAN TATA I€L'A
DINAS pE R If'{DUSTRIAf'!, pERDAGrlilGArl, K0PEtuiSi FA { : NVtF Tr 5I

KOTA DUMAI

BT.NGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MenimbanE : a-

WALIKOTA DUMAI

ba hwa penyelenggaraan u rusa n p;eme ri nta ha n fc i:Q rnern jc d i
kervenanEan pemerintahan Krota Dumai berdasarkan Fasal
14 ay'at (1) dan i2) dan Pasal i lO ayat i2) Undang-,::da;rq
Nomor 32 Tahun 2004 ientang Per,erintahan Daerah, periu
drsusun kelembagaan pemnEkat Caerah sesuai ker,u'iuhan
rJan kernampuan daerah;

ba hwa arganisasi pera n g kat daera h seba ga i rna n a d i rna ks i"rcj
pada huruf a diatas adalah drnas daerah sebagai unsur
pelaksana urusan otonomi daerah atau penyelenggaraan
kewenangan diantaranya dibidang industri, perdagangan,
koperasi dan investasi;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b
diahs dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat
daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Ferindustrian, hrdagangan, Koperasi dan Investasi dengan
Feraturan Daenh.
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Mengingat : 1.

7.

A

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembann Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pem-bentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negan Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negan
Republik Indonesia Nomor 3829);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daenh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
1 25, Ta m ba ha n Lemba n n Nega ra Repu bli k Indoneia Nornor,1437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Penturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2ffi0 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daenh Otonom
(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam labatan StruKural
sebagaimana telah diubah dengan kraturan Pemerintah Nonnr
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia
Nomor aI94);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Fecloman
Organisasi Penngkat Daerah (Lembann Negan Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a262)i

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2003 Nonpr 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4263);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005
tentang Fedoman Penilaian Calon Seketaris Daenh Provinsi
Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II
diling kungan Kabupaten/Kota;
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Menetapkan

10. Keputusan Bersarna Menteri Pendayagunaan ,Aparatur
Negara dan t%,nteri Dalanr Negeri Nomor 0USKB/M.PAN/4/
2C03 dan l {o ,m,cr  i7  Tahun 2003 Tentang Petunjuk
Peiaksanaan Psaturan Femerintah Nomor 8 Tahttn 2003
tentang Peeiorna:'r Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan Femer:intah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
$r'ewena n g Ferga n gkata n, Pemi nda ha n da n Pem berhentia n
Pegawai Negerii$5S[-

Dengan Ferse&riuan Bersama

DEWAN PERWAKILAIS RAXff,AT DAERAH KOTA DUMAI
dan

WALfrgTA DUMAI

INEf,ITI'SI(AN:

PERATURAIiI DAERAII{ KOIA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAC'A'TGAS{. rcPERASI DAN INVESTASI KOTA DUMAi

BAE I
KETET{TUAII U]TIUM

Pel 1

Dalam Peraturan naerrah ini, yang dimaksud dengan :
a. l(ota adalah lGtra Dumai;
b. Pemerintah l(ota dalah Pernerintah Kota Dumai;
c. Walikota adafldl Wlikota Dumai;
d. Sekretaris Mah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai;
e. Dinas Perirdu$t,riam, Perdagangan, Koperasi dan Investasi

adalah Dinas Ferindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Investast Ko{a Dtunai;

f .  Kepata Dinas adalah Kepala Dinas Per industr ian,
Fer:da gangan, &perasi dan I nvestasi Kota Du ma i ;

g. Unit Pelaksaeralfe*rnls yang selanjutnya disebut UPT adalah
U nit Petaksana lt-.&ris Dinas Peri ndustria n, Perda ga n ga n,
Koper:asi dan Inve$si Kota Dumai;

h. Kelompok Sahatam Fungsional adalah Kelompok yang
melaKanakarn @iiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang
tuEas ya ng dirnmiiikitrrya.

z-J1
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t r l

(2)

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata t(erja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Inveslasi
adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota-

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
rnenrpunyai tugas membantu Walikota dalam melakqanakan
kew*naiigan desentral isasi dibidang industri ,  perdagangan,
;.nperasi dan lnvestasi.

Fasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
4, Dina-c Perindustrian. Perdagangan, Koperasi dan Investasi,
rnenlpunyai fungsi :
a .  Perumusan kebi jakan teknis  d ib idang per industr ian,

perdagangan, koperasi dan investasi;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis ciinas dalart

lingkup tugasnya;
d. PelaKanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan tungsinya.
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BAB IV
SUSUIIAT{ ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
l(operasidan Investasi, terdiri dari :
a. lGpala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, png membawahi :

1. Subbagian Administrasi dan Umum;
2. Subbagian Program, Enluasidan Pelaporan.

c. Bidang Perindustrian, yang nembawahi :
1. Seksi IndustriArgo dan Hasil Hutan;
2. Seksi Industri Logam, Kirnia dan Aneka.

d. Bidang Perdagangan, yang rnembawahi :
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
2. Seksi Metrologidan Perlindungan Konsumen.

e. Bidang KoperasiCan Usaha Ekonomi Masyarakat, yang
membawahi :
1. Seksi Kdperasi;
2. Seksi usaha Ekonomi Maqarakat.

f. Bidang Investasi, yang mernbawahi :
1. SeKilnvestasi;
2. Seksi Kerjasama dan Prornosi.

g .UP I
h. l(elompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian dipimpin oleh seoang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Eidang dipimpin ofeh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(4) Masing-masing Subbagian dan Seksidipimpin oleh seorang
lGpala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan Kepala
Bidang masing-masing.

(5) Bagan Sbuktur Organisasi dan Tata lGrja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Investasi sebagaimana
tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
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BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 7

(1 )  Da lam Pera tu ran  Daerah  i n i  d iben tuk  UPT D inas
Peri nd ustria n, Perda ga ng a n, Koperasi da n Investasi beru pa
Balai Latihan Industri.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin
oleh seorang Kepala UPT yang berada d ibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Pembentukan dan penamaan UPT selain yang tercantum
paoa ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan kebutuhan
dan beban kerja organisasi.

BAB VI
KELOM PCIK JABATAN FU NGSIONAL

Pasal 8

Kelrrrnpok iabatan Fungsional mempunyai tugas daiam jaixtan
fungsional sesuai .iengan peraturan perundang-undangan yang
beifaku.

Pasal 9

(.eicmpok iabatan Fungsional ter-diri daru seju;"nlah ienaga
c;lam jabatan fungsiorral yang terbagi Caiem berbaEat
lieicinDck sesuai dengan bidang keahlianrt'ya.

letrep ketornpck tersebut pada ayat (i) pasai ini diplmpin
ole h pejahai fungsicrral senicr yang ditunjuk l.ieh Waiikota
aiau Pe;.rbat vang berwenang sesuat dengen Deraiuran
ieiu nda ng-undangan yang berlaku.

-lurnlah labatair Fungsionaitr:rsebitt paCa a,ral {1) msai ini
citenr.ukan berdasarkan kebutuhan den beban kena.

-;enis dari jenjang jabatan lungsionai dial"ui sesuat decgan
f,:returan perundang-undangan'/ang berlaku.
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BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompck tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
i rteErasi, slnkronisasi, simplikasi, efi siensi, efehifitas, tra nspa ra nsi
dan akuntabi l i tas publ ik ,  ba ik  d i  l ingkungan rnasing-masinf l
rnaupun aniar satuan organisasi di lingkungan Peqlerintah Kota
serta denEan Instansi lain di luai 'Pemerintah Kota sesuai ' lene:l
l :  rgag FcK?{ masing-masing

Pasal 11

Seiiap prl ;tnan sar.uan orgartisasi v.'r'alib ntenl;.r,-\,45i pa;a'rrartaa:i
- - ! .s  ba . i i?n t r ras i ; ' ig-nras ing c ia i - r  a i iao i ia  - te i ;adi  

i ie : ) , ; r l - t f lc r l . ia j i
. , i ; : . . r  i i , : . - ; : - ; rbr l  langrah- iangkat i  yang d iper l , - r i :ar - ,  : , t : , i r i i ' i i r - , f i i ; ;
:,: ia'.u : a ; '  ;.1i 'u n,Ca r', g-ir niia nga n ;ang berla ku.

Pasa! 12

Setiap pirn:inan satuan organisasi bertanggung jaweb rnernimpin,
nengkocrdinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
birnbingal serta pei.uijr.ik baEi pelaksanaan tuEas bawahan.

Pasal !.3

Seti:p pinT ninan satuan organisasiwajib mengikuti dan mematuhi
oetunjuk dan bertanggung jawab kecada atasan masiirg-masing
Can menyampaikan lapoi 'an berkala tepat pada vraKunya.

Pasal 14

Delam menyarnpaikan laporan kepada atasan, ternbusan laporan
rryajib puia disampaikan kepaCa pimpinan saiuan unit crganisasi
fain yang secai 'a fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasai 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
menyusurr laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada
bawahan-

235

www.bphn.go.id



Pasal 16

(1) Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian menyampaikan
lapo ran  kepada  p imp inan  sa tuan  o rgan isas i  yang
bersangkutan dan Kepala Bagian Tata Usaha menampung
laporan tersebut serta menyusun laporan berkala satuan
organisasi.

(2) Para Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian menyampaikan
laporan kepacja Kepala Bidang dan Kepala Bagiar masing-
masing untuk di jadikan bahan laporan berkaia satuan
organisasi yang bersangkutan.

{-?) Para Pejabat Fungsionai menyampaikan laporan kepada
pejabat struktural yang membaurahkannya.

BAB VIII
PEMTTIAYAAN

Fasal 17

l3r-rfuig'; ;6;1 Orgari isasi Dinas Perir:dus'crtan, Percagangan,
i1:; -.,1;;1 Ci-r ;.;vestasi dilxbankan kepada Angqeran Pendapatan
can Belenj; i-;aei'ah.

BAS TX
t H t{GA,i€G K.iTAi,N fiAru FEf{ $fi R ff f Nfi AF{

Fasal 3"S

: : '  Pe n;a; 'r ir :e:;r ' ,  iEr pti i :r 'eri tentiair del. lr '  : jat '  da:i  ; ' : i : ; ta:t
ci.i: i .. i"r-rrl i  ;;A:, tU;rtSiCn:i drtetapi<an ..., iel ;t,r; l l l , ,,-ri t r:,1ij

P t - , i ; : L  r , ; r i !  D e i w e n a n !  i B i . r - a i  i e l ' ! : n  l l t r l i ' J r e n
peru lcJ;t t,:- l- t: :^Ca ngr n r,eng i;erlaklt

i . l  K: ientual  me igenai  eseioner lng dal  t te i ; ' ,be l r ; in  
' .u ' r la  j lgen

;af,?l-::ri irerperjr,nian paCe tei 'atLjran Fei-ln.i3.n-i-tn,1a:'ri, l :r
1r , ;1C !1,  l lk ; ; .

i .5)  Pengairg i<at i i :  t jan g;e inbeinei - r t ian i ico: 'n t , l3 tdr i  ienagd

Fungsrcnai  d i te iapKan o ieh Wai ikoLa ata i ;  le ia0;r  yarg

berwena n g sesua i dengan pera tu ra n pei-u nda nq-unCa rrga t'r
yang berlaku.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Orgari isasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
investasiyang ada sekarang, masih tetap menjalankan tugas dan
fungsinya sampai  d iangkatnya pejabat  def in i t i f  yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pe:rjabaran tugas, 1'ungsi dan uraian tugas masinE-masing satuan
organisas i  D!nas Per industr ian,  Perdagangan,  Koperas i  dan
Investasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan V/alikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2l

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis
peiaksanaannya.

Pasal 22

Derrgan ber-lakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kola Dun-.ai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-ci inas Daerah, sebagaimana teiah diubah dengan
Pei-aturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2002 serta
ketentrian-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan t idak berlaku.
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Pasal 23

Pei'aturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diLrndangkan,

Agar  se l iap orang dapat  mertgetahL: in5,?: ,  i lerne" l r { ' ; l rka i " r
pengunciangan Peratuian Daer.lh ini deng;rr i  nt ' lerni;af ; , ln' , 'a
Calanr Lenrbaran Daerah Kota Dunrai.

Ditetaokan di Durnai
paia t i ;nggal '5 Desernber lCC5

WALIKOTA DUMAT,

Cap / dto

I.I .  ZULKIFLI A,S.
D'unclaitgr..an di Dtrrnat
pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAI.| KOTA DUMAI,

Cap I dto

H. WAIT FAUZI EFFEI{DI
Penrbina Tk. I, NiP. 010055541

I.5FIBAfuTI,I DAERAH KOI-A DUMAI TAHUN 2OO5 NOMOR 14 SERI D
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PENJEI.ASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2OO5

TENTANG

PEMBENTUKAil ORGANISASI DAN TATA KER,'A
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

DAN INVESTASI KOTA DUMAI

UMUM

Penjelasan umum Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 mengenai
pei "angkai  daerah mengamanatkan bahwa,  dalam penyelenggaraan
penrerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara
umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan
kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur
pendukung iugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, sefta
ilnsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, narnun tidak benrti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan
h*ius drbentuk ke dalam organisasitersendiri. Sedangkan besaran organisasi
pera ngkat daerah dengan mempertimbang ka n fa ktor keuangan, kebutuha n
daelah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan,
jcnis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah

dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang beftalian dengan urusan yang

akarr Oitangani, Sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu
kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-rnasing daerah tidak
senantiasa sama atau semgam.

Dengan per-timbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota
Dumai yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Pera n g kat Daerah perlu di la kuka n penyesuaia n berdasa*3n Undang-undang
Nonror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara normatif
diatur dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, mengatur mengenai
kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah'
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knyusunan kelembagaan perangkat daerah saat ini, masih mengacu
pada Peraturan Pemerintah ltlomor Slahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, yang pada prinsiprrya sebagai arah yang jelas dalarn menata
organisasi yang efisien, efeKif dan rasional sesuai dengan kebutr.ihan dan
kemampuan cjaerah Kota Dumai.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan
yang bersifat concurent berdasarkan Undang-Undang i'dcmor 32 Tahr.rn 2004,
maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya ter,,iradahi fungsi-fr.:ngsi
pemerintahan tersebut pada masing-rnasinE levei pemerintahan. iJntuk itu
rumpun bidang pemerintahan tersebut untuk mewadahi urusan 'rvajib dan
urusan pilihan yanE akan diwadahi dalam Dinas elapat dikelampokkan dalam
rumpun bdang pernerintahan yang tugas dan fungsinya sejenis dan/atau
berdekatan, seperti : bidang pendidikan, kebuda'/aan, pernuda dan oiah raga;
bidang kesehatan dan sosial; bidang perhubunEan dan pariwisata; birjang
pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata
rrrang; bidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha kecil dan menengah,
penanarnan modal, industri dan perdagangan; bidang kependudukan meliputi
keluarga berencana, catatan sipil" tenaEa kerla dan transmiErasi; bidang
pelayanan pertanahan; bidang kelautan dan perikanan; bidang pertanian
meliputi tanaman pangan, ketahanan pangan, peternakan, pwikanan darat,
perkebunan, dan kehutanan; bidang pertambangan dan energi.

Sedangkan urusan wajib dan fungsi pendukung yang akan diwadahi
dalam bentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah dapat
dikelornpokkan seperti : bidang pererrcanaan pernbangunan daerah dan
litbang; bidang pengawasan; bidang kesatuan bange, politik dan perlindungan
masyankat; bidang lingkungan hidup; bidang kepegawaian dan diklat; bidang
pengelolaan keuangan dan assefi bidang arsip, dokumentasi dan
perpustakaan; bidang informatika dan statistik; bidang pemberdavaan
maslarakat dan pemberdayaan perempuan; bidang pelayanan kesehatan.

Dengan adariya pengelompokan rumpun bidang pemerintahan
tersebut, yang menjadi dasar acuan ejalam penetapan nomenklatur
ke lembagaan pei 'angkat  daerah yang pal ing rn in i rna l .  Perumpunan
sebagaimana tersebut diatas, tidak berarti rnasing-masing bidang harus
dibentuk dinas atau lembaga teknis daerah yang herrdin sendiri.

Pena mbaha n dan/atau pengernbangan kelembagaan dari rnasinE-
masing bidang dimungkinkan, narnun harus tetap berdasarkan perunpunan
bidang pemerintahan tersebut rJan dilakukan seeara selektif berdasarkan
pertimbangan pctensi, karakteristik dan kemarnpuan keuangan daerah dimasa
mendatang.
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Perubahan nomenkiatur Sekretariat pada Badan menjadi Bagian Tata

Usaha dan adanya pembatasan struftur (ukuran dan besaran) dan pola

keseragaman pada unit Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan yaitu yang

terdiri dari (1) Subbagian Administrasi dan Umum (2) Subbagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan yang dinraksuclkan untuk lebih rnemfungsikannya
sebagai koordinaior penyelenggaraan tugas-tugas BldanE clan tugas eelalanan
administratif sebagai unsur staf'

Beberapa perangkat daerah yaitu tsadan Adnninrstrasi, Kepegawaian
i.ian Diklat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengingat tugas dan fungsinya

rneru pa ka n amanat peraturan perundan g-undanga n, maka perangkat daera h

tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat iembaga teknis daerah, yang
pedorna n organisasinya diatur tersendiri.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

a. Pembentukan Perangkat daerah.
b. Kedudttkan, tugas dan fungsi.
c. Susunan organisasi.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Tata Kerja dan
f. Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasa! 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
CukuP Jelas
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Perubahan nomenklahrr Selmtariat @a Badan menjadi Bagian Tata
Usaha dan adanya pembatasan SuKur (ukuran dan besaran) dan pola
keseragaman pada unit BagianTab LJsaha pada Dinas dan Badan yaitu yang
terdiri dari (1) Subbagian Administrasidan Umum (2) Subbagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan )€ng dirnaksudkan untuk lebih rnemfungsikannya
sebaga i koord i nator penyelenggaraan tugastugns Bklang da n tugas pelapnan
administratif sebagai unsur staf.

Beberapa perangkat daerah yaitu Badan Mminisbasi, Kepegawaian
dan Diklat, Kantor Satuan Foli$ hrnng PnF rnengingattugas dan fungsinya
meru pa ka n a ma nat peratu ran prundang-undangan, rna ka pen ng kat daerah
tersebut tidak mengurangijundah perangkat lembaga teknis daenh, yang
pedoma n orga n isasinya diaUr brsendiri.

Ruang lingkup pengabnn dalarn penfuran daerah ini meliputi :

a. Pembentukan penngkat daerah.
b. Kedudukan, tugas dan fungsi.
c. Susunan organisasi.
d. Kelompok Jabatan Fungsimal.
e. Tata Kerja dan
f. Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
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Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (i)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Airat {3)
Cukup Jelas

Ayat {a)
i-';i,.up ielas

l:'ri,il. : : i

; lukup jeles

Pasal 7
Ayat r1)

Cukup jeias

l{r;ri i3)
' l .rkup .;eias

ir1,..:,t 1l):
1 _  u \ l i ; - J  - : i C :

i - : : ; l  3
, :,;r<;il .,*ia:-;

I  d 5 ! r  Y

n y r t  :  |  \
/ 1 ) (  ' - ' , I i '

Cr"rkup ielas

Ayat (2)
Cui<up .'ielas

Ayat (3)
Cukup Jeias
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Ayat (4)
Cukup Jeias

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Cukuc leias

Ayat (2)
Cukup jel:s

Ayat (3)
Cukup Jel;:

Pasal i7
Cukup Jelas
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Pasal 18
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

TAI'{BAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR
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